[ SALINAN J

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 55 TAHUN 2021
TENTANG
INDIKATOR KINERJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan implementasi
pemerintahan berbasis kinerja dan berorientasi pada
hasil guna, serta untuk mewujudkan pemerintahan yang
lebih efektif dan efisien, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Indikator Kinerja Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lamongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,




10.

11,

12.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76
Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 186);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang
Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);



Menetapkan

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4

14.

15.

Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2018 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10
Tahun 2021tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2021 Nomor 10);

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2021
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2021,

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
LAMONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

E
2.

Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Lamongan.

. Bupati adalah Bupati Lamongan.
. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai
dengan S (lima) tahunan.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang
menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil
pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang
diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program
Perangkat Daerah.

. Strategi adalah langkah berisikan program-program

sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat
Daerah untuk mencapai sasaran.



8. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat
Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau
lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya
yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur
sesuai dengan tugas dan fungsi.

9. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan
yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam rangka
mencapai hasil (outcome) suatu program.

10. Indikator Kinerja Daerah yang selanjutnya disingkat
IKD adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur
pencapaian kinerja suatu program atau sasaran dan
tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil
(outcome), dampak (impact) terhadap daerah.

11. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa
barang atau jasa dari serangkaian proses atas
sumberdaya pembangunan agar hasil (outcome) dapat
terwujud.

12. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai
atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam
periode waktu tertentu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam
satu program

13. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah
berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh
dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
INDIKATOR KINERJA DAERAH

Pasal 2

(1) Tujuan penetapan Indikator Kinerja Daerah adalah :

a. memperoleh informasi indikator kinerja yang
penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan
manajemen kinerja;

b. meningkatkan kinerja dan akuntabilitas
Pemerintah Daerah.

(2) Ruang lingkup Indikator Kinerja Daerah meliputi :
a. Indikator Kinerja Daerah sebagaimana tercantum

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak



terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

b. Program Perangkat Daerah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
Pasal 3

Indikator Kinerja Daerah merupakan acuan ukuran kinerja
yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk:
penyusunan perencanaan jangka menengah;
penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
penyusunan dokumen penetapan/perjanjian kinerja;
pengukuran kinerja;

penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;

evaluasi kinerja; dan

® ™0 Qo0 TP

pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan

program dan kegiatan.

BAB IV
EVALUASI
Pasal 4

Dalam rangka optimalisasi dan efektifitas pelaksanaan
Peraturan Bupati ini, dilaksanakan review dan evaluasi
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. review dan evaluasi atas pelaksanaan IKD di
lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh tim yang
ditetapkan melalui Keputusan Bupati;

b. hasil review dan evaluasi atas pelaksanaan IKD
dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah  Kabupaten
Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

MOH. NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2021 NOMOR 55

\Sélinan;sesu,ai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001
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LAMPIRAN |

PERATURAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR

TAHUN 2021

TENTANG INDIKATOR KINERJA DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

LAMONGAN
INDIKATOR KINERJA DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
INDIKATOR KINERJA
NO. DAERAH J DEFINISI OPERASIONAL FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA KETERANGAN
1 2 3 4 5 6
1|Gini Rasio Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah ukuran n - BPS Kabupaten Penanggungjawab :
ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara o Lamongan -~ |1.Bappeda .
keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol GR =1- f p},m (F ¢ + F cz, - 1)
(pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan by PD Pengungkit Kinerja :
yang sempurna) = 1. Dinas Tenaga Kerja
7 Ninac Kaneraci dan [leaha Mikra
Keterangan :
GR  =Koefisien Gini
Fpi = Frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran
ke-1
Fci = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran
dalam kelas pengeluaran ke-I
Fci-1 = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran
dalam kelas pengeluaran ke (i-1)
2|Prosentase Penduduk Miskin - Prosentase Penduduk Miskin adalah Prosentase 1 _< i P - BPS Kabupaten |Penanggungjawab :
penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan 2 o= = Z [Z >3 ] Lamongan 1. Bappeda
dibandingkan dengan jumlah penduduk. 72 31 =
- Garis kemiskinan yang merupakan dasar perhitungan|Keterangan : PD l?engung?dt Kinerja
jumlah penduduk miskin ditentukan dua kriteria yaituja = 0 (untuk mengukur persentase penduduk miskin L D{nas Sosial :
pengeluaran konsumsi perkapita per bulan yang setara|maka a sama dengan 0) 2. Dfnas Per.taman c_lan Ketahanan Pangan
dengan 2100 kalori perkapita per hari dan nilailz = Garis Kemiskinan 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
kebutuhan minimum komoditi bukan makanan. Yi = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan
penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1,
2,3, .q),yl<z
Q =Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis
kemiskinan.
N = Jumlah Penduduk
3|Pertumbuhan Ekonomi Pertu.n}buhan ekan?ml adalah proses perubahan Rumus Perhitungan : - BPS Kabupaten Penanggungjawab :
kondisi perekonomian suatu daerah secara Lamongan 1. Bappeda
berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik L (PDRBt o~ DRB:-; | 100% 2. Bagian Perekonomian
selama periode tertentu. i ]
P PDRE,.,
















































































































































































































































































































